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MOTTO 

 

Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin 

tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam 

waktu yang lama. 

(Ali bin Abi Thalib)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 https://www.pinterest.co.uk/pin/596867756850774275/  (diakses tanggal 31 Maret 2020) 
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RINGKASAN 

 

Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Boby Prayogi; 170903101005; 2020; 

103 halaman+ xvii halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember pada bidang dua, yaitu bidang pengelolaan pendapatan 

daerah. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan bertujuan untuk lebih mengetahui dan 

memahami secara nyata mengenai Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui 

Sistem E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Manfaat 

yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai sarana 

memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa 

mengenai permasalahan yang ada dalam perpajakan khusunya mengenai Prosedur 

Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember serta sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang 

berkepentingan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.. 

 Pajak Restoran adalah pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang 

disediakan restoran termasuk catering, rumah makan, pujasera, kantin berdasarkan 

peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah. Pelaporan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember diberlakukan secara online melalui sistem E-SPTPD,. Self 

Assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib 

Pajak aktif mulai dari mendaftar, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang 

terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pembayaran dilakukan 

paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 

Pelaporan akhir atas Pajak Restoran. 
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 Sistem E-SPTPD adalah suatu system aplikasi yang dibangun berbasis 

web yang dikembangkan sebagai sarana dimana Wajib Pajak dapat mendaftarkan, 

membayar dan melaporkan kewajiban Pajak Daerahnya secara online serta dapat 

diakses dimana saja. Aplikasi ini terkoneksi secara real time dengan system 

informasi pajak asli daerah (SIP Deh) yang sudah berjalan di Di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 Prosedur Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

dilakukan secara offline, Prosedur Pendaftaran ada dua sistem yaitu Wajib Pajak 

Aktif dan Wajib Pajak Pasif. Dimana Wajib Pajak aktif akan melaporkan sendiri 

pajak restorannya, sedangkan Wajib Pajak pasif akan didatangi oleh staf bidang 

pendataan dan pendaftaran dan akan meminta syarat dokumen yang diperlukan 

untuk pendaftaran pajak restoran. Prosedur Pelaporan Pajak Restoran dilakukan 

secara online melalui sistem E-SPTPD, dimana Wajib Pajak harus terkoneksi 

dengan internet untuk melakukan pelaporan Pajak Restoran. Adanya sistem E-

SPTPD ini, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dari rumah atau restoran 

masing-masing serta dalam perhitungan jumlah omset perbulan Pajak Restoran 

Wajib Pajak hanya memasukkan omset perbulan restorannya saja, kemudian 

sistem E-SPTPD secara otomatis akan menghitung sendiri jumlah omset Pajak 

Restorannya. Wajib Pajak yang telah selesai melakukan pelaporan akan mendapat 

bukti pelaporan berupa lembar SPTPD Restoran yang digunakan sebagai bukti 

telah selesai melakukan pelaporan dan digunakan untuk syarat melakukan 

pembayaran Pajak Restoran. Prosedur Pembayaran Pajak Restoran dilakukam 

secara offline, yaitu pembayaran Pajak Restoran dilakukan di bank Jatim. Wajib 

Pajak yang telah selesai melakukan pembayaran akan mendapat bukti yang sah 

dari bank Jatim. Wajib Pajak yang telah selesai melakukan pembayaran akan 

diketahui oleh fiskus melalui sistem E-SPTPD Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 4697/UN25.1.2/SP/2019 Jurusan 

Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring perkembangan zaman, teknologi mulai marak dan sangat 

berkembang pesat disetiap negara. Dengan adanya kecanggihan teknologi 

tentunya dapat mempermudah segala aspek kehidupan manusia salah satunya 

digunakan pada bidang pemerintahan diberbagai negara. Indonesia merupakan 

satu dari sekian negara yang juga membutuhkan berbagai macam tekologi mulai 

dari segi pendidikan, pembangunan, pertumbuhan penduduk, pelayanan umum, 

kesehatan, hingga perekonomian. Perekonomian di Indonesia sangat terbantu 

dengan adanya kemajuan teknologi. Perekonomian yang berkembang juga akan 

membantu pendapatan negara semakin meningkat. Salah satu komponen yang 

membuat pendapatan negara semakin meningkat yaitu dengan adanya pajak.  

 Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan 

keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sebagai iuran wajib, 

pajak kemudian menjadi salah satu instrumen penting sebagai pendapatan yang 

diterima oleh negara. Pendapatan negara menjadi sangat penting karena 

pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dana terutama yang berasal 

dari dalam negeri salah satunya adalah pajak. Pajak menjadi salah satu penunjang 

dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek 

sumber daya manusia dan daya alam. 

 Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional sehingga 

mengharuskan masyarakat memiliki  kesadaran atas kewajibannya untuk turut 

serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak, 

baik pajak pusat maupun pajak daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah 

dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Oleh karena itu 

setiap daerah harus menggali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang 
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dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan juga harus menggali sumber-sumber 

keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan di daerahnya melalui (PAD) Pendapatan Asli Daerah melalui salah 

satu komponennya adalah pemungutan pajak daerah. 

 Pajak Daerah merupakan salah satu pajak yang diandalkan dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang 1945, kewajiban perpajakan 

ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan 

sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional  untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  memberikan 

kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam perpajakan. Semakin besarnya 

tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan terhadap 

masyarakat, maka pemungutan Pajak Daerah memiliki dasar hukum (Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) yang kuat dalam 

menjalankan perpajakan daerah tersebut. 

 Pajak Restoran termasuk Pajak Kabupaten atau Kota, yang tarif pajaknya 

sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah, 

karena dari berbagai pajak yang ada di Daerah Kabupaten Jember, Pajak Restoran 

merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang selalu meningkat, ini 

didasarkan karena jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak 

Restoran selalu baik. 

 Terkait dengan Pelaporan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran di 

Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak 

daerah dan sebagai upaya dalam memenuhi tuntutan arus era globalisasi dalam 

bidang teknologi informasi, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

memulai pengembangan dan pengaplikasian Sistem Pelaporan Pajak Daerah 

khususnya Pajak Restoran dengan Sistem Online berbasis teknologi informasi 

atau yang disebut dengan E-SPTPD. 

 E-SPTPD adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun berbasis web yang 

dikembangkan sebagai sarana dimana Wajib Pajak dapat melaporkan kewajiban 

Pajak Daerahnya secara online serta dapat diakses dimana saja. Aplikasi ini 
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terkoneksi secara real time dengan sistem informasi Pajak Asli Daerah yang sudah 

berjalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

  Pelaporan pajak daerah  secara Online ini bersifat Self Assessment System. 

Self Assessment System adalah pemungutan Pajak dimana wajib pajaknya 

menghitung, menyetor, melaporkan pajak sendiri. Dalam Selft Assessment System 

ini wajib pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan 

sendiri kewajiban administrasi perpajakannya secara benar pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 Pendaftaran dan pembayaran Pajak Restoran dilakukan secara offline, 

dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember belum memiliki sitem 

online untuk pendaftaran dan pembayaran pajak restoran. Pendaftaran Pajak 

Restoran dilakukan dengan dua sistem, yaitu bagi Wajib Pajak Aktif dan Wajib 

Pajak Pasif, sedangkan pembayaran Pajak Restoran dilakukan di bank Jatim. 

 Pelaporan Pajak Daerah itu sendiri memiliki beberapa kendala antara lain, 

ada sebagian masyarakat yang tidak membayar pajak. Padahal pajak merupakan 

suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Permasalahan selanjutnya, 

pembayaran dan pelaporan ini memungkinkan celah peraturan perpajakan yang 

masih dimanfaatkan,  seperti perusahaan yang bergerak di bidang restoran 

kemungkinan melakukan rekayasa terhadap omset perusahaan untuk dapat 

menghindari atau memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. 

 Pelaporan Pajak Daerah bersifat Selft Assessment System diatas juga 

dimungkinkan adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan 

pajak daerahnya dengan sengaja melaporkan informasi yang terkait secara tidak 

benar agar sebisa mungkin memperkecil pembayaran pajaknya. Dampak dari 

masalah diatas mengakibatkan jumlah pendapatan daerah yang diterima lebih 

kecil dari yang sebenarnya. 

Bersadarkan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan 

dikembangkannya sistem E-SPTPD ini di Kabupaten Jember adalah: 

1. Dalam rangka pengamanan penerimaan dari Sektor Pajak Daerah perlu 

dilakukan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. 
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2. Dalam rangka menjunjung tinggi Asas transparansi pajak maka perlu 

dilakukan transparansi pengelolaan Pajak Daerah, transparansi pembayaran 

wajib pajak kepada Negara berdasarkan pendapatan serta transparansi 

pengelolaan perpajakan daerah. 

3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar lebih Fair dalam 

pengelolaan pajak daerah maka perlu meminimalisir pertemuan antara Fiskus 

(Petugas Pajak) dengan wajib pajak. 

4. Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak. 

Penerapan sistem pajak berbasis online adalah memberikan kepastian bahwa uang 

pajak yang disetorkan tepat jumlah dan tepat waktu. Tepat jumlah artinya pajak 

yang disetorkan sesuai pendapatan yang diterima dikalikan tarif pajak, sedangkan 

tepat waktu artinya pembayaran pajak tidak melewati batas jatuh tempo/batas 

akhir pembayaran pajak. 

 Masalah yang dihadapi dalam Sistem E-SPTPD secara Online ini adalah 

beberapa Wajib Pajak kesulitan dalam pengisian E-SPTPD Online. 

Kemungkinkan wajib pajak tidak mengerti prosedur secara online dan masih 

belum tersebarnya sosialisasi peraturan pajak daerah antara petugas pajak (Fiskus) 

dan wajib pajak tentang pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara online. 

Pemaparan uraian diatas penyusun tertarik mengambil judul “Prosedur Pelaporan 

Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember”. 
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Jumlah penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jember tahun 2019 dapat dilihat 

dari tabel berikut:  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor 

Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020 

 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Pajak Restoran merupakan 

salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki target penerimaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tinggi.  Pengelolaan Pajak Restoran 

yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 

diharapkan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, yang nantinya berdampak pada 

peningkatan pembangunan yang berguna untuk meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi.

No. Jenis Pajak Target  (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Pajak Hotel 5.060.000.000 5.902.788.679 

2. Pajak Restoran 19.750.000.000 22.472.968.348 

3. Pajak Hiburan 3.252.500.000 3.689.281.168 

4. Pajak Reklame 4.265.000.000 2.641.611.612 

5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 77.000.000.000 76.496.048.143 

6. Pajak Parkir 1.600.000.000 1.773.840.762 

7. Pajak Air Tanah 550.000.000 581.303.458 

8. Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

200.000.000 333.058.793 

9. PBB-P2 50.503.000.000 38.650.534.608 

10. BPHTB 40.000.000.000 39.529.440.833 
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor Pajak 

Restoran Kabupaten Jember Tahun 2017 s/d Tahun 2020 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

1 2017 9.500.000.000 12.107.319.248 127,45% 

2 2018 12.500.000.000 15.472.453.131 123,78% 

3 2019 19.500.000.000 22.472.968.348 113,79% 

4 2020 22.500.000.000 1.973.437.321 8,77% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020 

 

 Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Pajak Restoran salah satu 

Pajak Daerah yang paling potensial untuk memengaruhi peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dikarenakan dari tahun 2017 s/d 2019 

selalu melampaui target yang ditentukan dan jumlah penerimaannya selalu 

bertambah setiap tahun. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran merupakan 

salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten 

Jember. Realisasi penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember di tahun 2020 belum mencapai target yang ditentukan karena 

pelaksanaan sistem E-SPTPD baru dilaksanakan pada tahun 2020 bulan januari, 

selain itu di tahun 2020 data yang didapat masi 1 bulan berjalan. 

 Upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan diterapkannya sistem Pajak Daerah 

berbasis online yaitu E-SPTPD. Sistem online ini dapat memudahkan wajib pajak 

dalam melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran. Wajib pajak dapat 

melakukan pelaporan dari rumah masing-masing melalui sistem online E-SPTPD 

dan melakukan pembayaran ke bank Jatim terdekat 

 Alasan penulis memilih Pajak Restoran, yaitu Pajak Restoran memiliki 

peran yang penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan 

pendapatan Daerah di Kabupaten Jember. Selain itu, realisasi Pajak Restoran 
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sejak tahun 2017 s/d 2019 selalu melampaui target yang ditentukan oleh Badan 

pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tentang 

“Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

penulis ajukan adalah: “Bagaimana Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui 

Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?” 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1  Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Pelaporan 

Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Menambah Pengetahuan terutama mengenai Prosedur Pelaporan 

Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember.  

2. Menambah wawasan dalam mengimplementasikan ilmu yang 

diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja. 

3. Sebagai sarana Praktek Kerja Nyata di lapangan untuk 

mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan. 
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b. Bagi Universitas Jember 

1. Memberi tambahan referensi Laporan Tugas Akhir bidang 

perpajakan untuk koleksi perpustakaan. 

2. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman yang 

dimiliki mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

1. Membantu dalam Proses Pelaporan Pajak Restoran Melalui 

Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. 

2. Diharapkan dapat memberikan masukan terkait Prosedur 

Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Prosedur 

2.1.1 Definisi Prosedur 

 Menurut Mulyadi (2013:5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krerikal, 

biasanya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang. 

 

2.1.2 Karakteristik Prosedur 

 Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi 

(2013:8) diantaranya sebagai berikut : 

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik. 

3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

4. Prosedur menunjukkan penetapan keputusan dan tanggung jawab. 

5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan. 

 

2.1.3 Manfaat Prosedur 

 Suatu Prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi 

(2013:15) diantaranya sebagai berikut : 

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang 

2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, 

sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya 

mengerjakan yang perlunya saja 

3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi 

oleh seluruh pelaksana 

4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan 

efisien 
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5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, 

bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan 

sepanjang tugas dan fungsinya masing-masing. 

 

2.2 Definisi Sistem 

 Pada dasarnya sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi 2 (dua) 

syarat. Syarat pertama adalah memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi 

dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian-bagian tersebut disebut 

sebagai sub sistem atau pula yang menyebutnya prosedur. Kedua, setiap sistem 

mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu, input, proses dan output. Input merupakan 

penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem itu dioperasikan. Output adalah 

hasil atau yang menjadi sasaran atau target pengorganisasian suatu sistem. 

Sedangkan proses adalah aktivitas yang mengubah input menjadi output. 

Definisi sistem menurut para ahli, yaitu: 

 Menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2014:2) sistem 

adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan. 

 Menurut Anastasia diana dan lilis setiawati dalam bukunya Sistem 

Informasi Akuntansi (2011:3) sistem adalah serangkaian bagian yang saling 

tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Berdasarkan Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem diciptakan 

dalam suatu kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang, terdiri dari sekelompok 

komponen yang saling bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang 

sama. 

 

2.3 Dasar-Dasar Perpajakan 

2.3.1 Definisi dan Unsur Pajak 

 Menurut Andriani (2014:5) pajak merupakan iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang ditunjuk dan 
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yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. 

 Sedangkan menurut rahayu (2013:22) pajak adalah bantuan, baik secara 

langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk 

atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah. 

 Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebersar-besarnya kemakmuran rakyat.” Makan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut; 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang) 

2. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak yang di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran-pengeluaran 

yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.3.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungs pajak menurut Mardiasmo (2018:4) yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
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2. Fungsi mengatur (regureled) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup yang konsumtif. 

 

2.3.3 Hukum Pajak  

 Menurut Mardiasmo (2018:7) hukum pajak mengatur hubungan antara 

pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. 

Ada 2 macam hukum pajak yakni: 

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara 

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek 

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang 

digunakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang 

pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. 

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). 

Hukum ini memuat antara lain: 

a. Tata penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib 

Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan 

utang pajak. 

c. Kewajiban Wajib pajak misalnya menyelenggarakan 

pembukaan/pencatatan, dan hak-hak Wajib pajak mengajukan 

keberatan dan banding. 

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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2.3.4 Pengelompokan Pajak 

 Menurut Pohan (2017:71) pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa 

kelompok sebagai berikut: 

a. Menurut Lembaga Pemungutannya 

1. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh; Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta bea matrai. 

2. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. 

Pajak daerah dibagi menjadi dua tingkatan yaitu: 

a. Pajak Provinsi 

b. Pajak Kabupaten/kota. 

b. Menurut Golongannya 

1. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau 

dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2. Pajak Tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau 

dilimpahkan ke pihak lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

c. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama 

memerhatikan pribadi Wajib Pajak (subjektif), dan setelah itu baru 

kemudian dicari objek pajaknya. Keadaan pribadi Wajib Pajak (gaya 

pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. 

Contoh: Pajak penghasilan 

2. Pajak Objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama-

tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian di 

cari subjeknya. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 
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2.3.5 Syarat Pemungutan Pajak  

 Dalam Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Keadilan) 

 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan 

banding kepada Pengadilan pajak. 

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Secara Yuridis) 

 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hail ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun bagi warganya. 

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

 Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) 

 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 Contoh: 

a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam 

tarif. 
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b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 

10%. 

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang 

berlaku bagi badan maupun perseroan (orang pribadi). 

 

2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Pohan (2017:66) sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Self Assessment System (sistem menghitung pajak sendiri) 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, 

kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan 

sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam implementasi sistem ini, 

kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat 

wajib Pajak, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang; 

b. Memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut; 

c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar; 

d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 

Tata cara ini berhasil dengan baik, bila masyarakat sendiri memiliki 

pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya baik dan benar. 

Ciri-ciri Self Assessment System adalah: 

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada 

pihak Wajib Pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut 

campur. 

b. Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung ,/memotong, 

memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Surat ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari 

hasil pemeriksaan oleh fiskus. 
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2. Official Assessment system (pemungutan dengan sistem ketetapan) 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang 

kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam 

sistem ini, kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada 

aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, jika aparatur 

perpajakan memiliki kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan 

Undang-Undang perpajakan. 

Ciri-ciri Official Assessment system adalah: 

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada 

pihak fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak. 

c. Utang pajak timbul setelah diberikan Surat Ketetapan Pajak oleh 

fiskus. 

3. Witholding Tax System (Pemungutan oleh pihak ketiga) 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang pada 

pihak tertentu atau pihak ketiga (witholder) untuk memotong atau 

memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap 

jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. 

Ciri-Ciri Witholding Tax System adalah: 

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari 

pemotongan/pemungutan pajak ada pihak pemotong atau pihak 

pemungut pajak (witholder) 

b. Wajib Pajak pemungut/pemotong (witholder) bersifat aktif dalam 

menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang dipotong/dipungutnya. 

c. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan 

diterbitkan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak 

pemotong atau pihak pemungut pajak (witholder). 
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2.3.7 Asas Perpajakan 

 Menurut Pohan (2017:46) Adam smith menerbitkan bukunya yang sangat 

terkenal dengan nama “An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of 

nations”. Dalam buku tersebut Adam Smith mengemukakan bahwa pemungutan 

pajak hendaklah didasarkan atas empat prinsip yang disebut dengan Maxim/Four 

Canons. 

1. Keadilan (Equality/Equity) 

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang 

pribadi/subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar 

(ability to pay) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/penghasilan 

yang diterima atau dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. 

2. Kepastian (Certainy) 

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan 

supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat 

dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau di mulur-mulur. Kepastian tersebut 

berarti: 

a. Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (Subjek Pajak) 

b. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada 

subjek pajak (Objek Pajak) 

c. Harus pasti berupa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif 

pajak (Tarif Pajak) 

d. Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar 

(Prosedur Pajak). 

3. Kenyamanan (Convenience) 

Dalam memungut pajak, hendaknya pemerintah memerhatikan saat yang 

menyenangkan/ memudahkan wajib pajak. Contohnya: bagi petani sesudah 

menuai padinya, bagi karyawan yang telah menerima gaji atau penghasilan 

lain (bunga deposito, bonus, dividen dan sebagainya). Pada masa sekarang ini 

saat-saat yang baik dan tepat tersebut diwujudkan dengan pemungutan pajak 

pada sumbernya (Levying tax at source) artinya pemungutan pajak yang 
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dilakukan oleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji,bonus, 

dividen, bunga deposito. 

4. Ekonomi (Economy) 

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak 

dan biaya memenuhi kewajiban pajak (Obligation Cost). Bagi wajib pajak 

hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak 

lebih besar dari pada pajak yang di pungut. 

 

2.3.8 Tarif Pajak 

 Menurut Sambodo (2015:13) pemungutan pajak tidak terlepas dari 

keadilan dan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk 

kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan tarif harus berdasarkan pada 

keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Adapun tarif 

pajak menurut mardiasmo (2018:11) dibedakan menjadi empat yaitu: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa persentase, yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: 

Besarnya Tarif Bea Matrai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp. 3.000,00. 

3. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 
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Contoh: 

Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri. 

 

Tabel 2.1 Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 

250.000.000,00 

15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 

500.000.000,00 

25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

 Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri 

 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

a. Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif Progresif Tetap  : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil 

4. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

 

2.4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

2.4.1 Definisi Pendaftaran Pajak 

 Menurut Diaz Priantara (2013:19) untuk menjadi WP, syarat subjektif dan 

syarat objektif harus terpenuhi kedua-duanya. Kemudian dalam hal WP telah 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan maka ia 

wajib datang ke kantor DJP : Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah 
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kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP untuk mendaftarkan 

diri menjadi WP dan kepadanya diberikan NPWP. 

 

2.4.2 Definisi Pembayaran atau Penyetoran Pajak 

 Menurut Liberti Pandagian (2014:179) pembayaran atau penyetoran pajak 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh WP untuk melunasi pajak yang terutang 

dengan menggunakan uang ke bank persepsi dan/atau kantor pos persepsi atau 

melalui mekanisme lainnya. 

 

2.4.3 Definisi Pelaporan Pajak 

 Menurut Liberti Pandagian (2014:188) pelaporan pajak adalah salah satu 

kegiatan perpajakan yang wajib dilaksanakan Wajib Pajak (WP) dan Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah menyampaikan 

laporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

2.5 Pajak Daerah 

2.5.1 Definisi Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2018:14) Beberapa pengertian atau istilah yang 

terkait dengan Pajak Daerah, antara lain: 

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan 

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 
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2.5.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum pajak Daerah dan Retribusi Daerah  adalah Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

2.5.3 Jenis Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2018:15) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu : 

1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah  

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat di pungut merupakan gabungan dari 

pajak untuk Daerah Provinsi dan pajak untuk Daerah kabupaten/Kota. 
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2.5.4 Tarif Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2018:16) tarif untuk setiap jenis pajak adalah: 

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen). 

b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua 

persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 

0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1%(satu persen). 

3. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling 

tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 

4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

a. Penyerahan pertama sebesar sebesar 20% (dua puluh persen) 

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) 

5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) 

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh 

puluh lima persen). 

6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling 

sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. 
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7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 

rokok. 

9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

11. Tarif pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen). 

12. Tarif Pajak Reklame paling tinggi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima 

persen). 

13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh 

persen). 

16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 

persen). 

17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 

19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 5% (lima persen). 

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan  Daerah. 
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2.5.5 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

 Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

 

2.6      Pendapatan Asli Daerah 

2.6.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah 

 Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai mewujudkan asas desentralisasi. 

 

2.6.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

 Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

4. Lain-lain PAD yang sah. 

 

2.7 Pajak Restoran 

2.7.1 Definisi Pajak Restoran 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia 

makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencangkup juga 
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rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/katering. 

 

2.7.2 Dasar Hukum Pajak Restoran 

 Dasar hukum Pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Jember adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan retribusi Daerah. 

2. Peraturan Darah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah. 

 

2.7.3 Objek, Subjek, Wajib Pajak Restoran 

 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah, yang merupakan Objek, subjek, Wajib Pajak Restoran adalah 

sebagai berikut: 

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan 

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. 

2. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 

makanan dan/atau minuman dari restoran. 

3. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan restoran.  

 

2.7.4 Pengecualian Objek Pajak Restoran 

 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 

(tiga juta rupiah) per bulan. 
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2.7.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran 

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, Dasar pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak adalah 

sebagai berikut: 

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima 

atau yang seharusnya diterima restoran. 

2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen). Jika pembayan 

pajak restoran tidak tepat waktu maka akan diberikan sanksi sebesar 2% 

perbulan. 

Contoh:  

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak = Pajak yang harus dibayar 

Rp. 50.000.000 x 10% = Rp. 5.000.000 

Jadi besarnya pajak yang dibayar pada bulan Agustus oleh Depot Anda 

adalah Rp. 5.000.000. 

Jika dikenakan denda: 

Pajak Terutang x Sanksi 2% = Pajak yang harus dibayar 

Rp. 5.000.000 x 2% = 100.000 

Jadi total pajak terutang yang harus dibayar adalah 5.100.000. 

3. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak. 

 

2.7.6 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran 

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak adalah sebagai 

berikut: 

1. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 

kalender. 

2. Pajak Restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran 

atau sejak disampaikan SPTPD. 
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3. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, 

pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak 

disampaikan SPTPD. 

 

2.8 SPTPD dan E-SPTPD  

 E-SPTPD sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pembayaran dari 

pemotong/pemungut pajak, kemudian pajak yang dipotong/dipungut dan 

disetorkan harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam SPTPD. 

Penyampaian SPTPD dapat dilakuka secara online. 

 

2.8.1 Definisi SPTPD 

 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Adalah surat yang oleh 

wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran 

pajak, objek pajak daerah. 

 

2.8.2 Definisi E-SPTPD 

 E-SPTPD adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun berbasis web yang 

dikembangkan sebagai sarana dimana Wajib Pajak (WP) dapat mendaftarkan, 

melaporkan dan membayar kewajiban Pajak Daerahnya secara online serta dapat 

diakses dimana saja. Aplikasi ini terkoneksi secara real time  dengan informasi 

Pajak asli daerah yang sudah berjalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. E-SPTPD merupakan awal dari pengembangan Sistem Pajak Daerah 

secara online yang akan terkoneksi dengan sistem monitoring pelaporan transaksi 

harian wajib pajak melalui sarana yang dinamakan Tapping Box. Kedepannya 

wajib pajak akan lebih mudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak 

secara online. Jadi, wajib pajak bisa langsung melakukan pelaporan dari rumah 

sendiri dan membayarnya melalui bank persepsi. Pengembangan sistem pajak 

online dimana dalam sistem ini seluruh transaksi akan terekam melalui suatu alat 

yang dihubungkan ke alat pembayaran/transaksi disetiap usaha restoran. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


28 
 

 
 

2.9 Prosedur Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Restoran 

Secara Online melalui Sistem E-SPTPD 

2.9.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran 

a. Pendaftaran Pajak Restoran secara offline dengan menggunakan 

sistem self assessment system. Ada dua sistem Pendaftaran Wajib 

Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang 

pertama bagi Wajib Pajak yang aktif akan melakukan sendiri 

pendaftaran Restorannya. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang pasif 

akan didatangi kemudian didaftarkan oleh staf bidang pendataan dan 

pendaftaran. 

b. Pada sistem yang pertama, wajib pajak aktif akan mempersiapkan 

dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran Wajib Pajak 

Restoran. Kemudian wajib pajak mengisi formulir pendaftaran Subjek 

dan Objek Pajak Restoran. Setelah Semua syarat dokumen terpenuhi, 

Wajib Pajak akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) serta 

User ID dan Password E-SPTPD, kemudian dikukuhkan menjadi 

Wajib Pajak Restoran. 

c. Pada Sistem yang kedua, kegiatan pendaftaran diawali dengan 

melakukan pendataan restoran yang ada di Kabupaten Jember yang 

belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran. Pendataan restoran 

dilakukan oleh staf bidang 1 yaitu, staf bidang pendataan dan 

pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Setelah 

data restoran yang ada di Kabupaten Jember telah didapat, staf bidang 

pendataan dan pelayanan akan mendatangi restoran yang belum 

dikukuhkan sebagai wajib pajak untuk meminta syarat dokumen yang 

diperlukan serta memberikan formulir pendaftaran kepada wajib 

pajak. Kemudian wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran 

Subjek dan Objek Pajak Restoran. Setelah semua syarat dokumen 

telah terpenuhi, Wajib Pajak akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak 

Restoran. 
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2.9.2 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Sistem  

E-SPTPD 

a. Pelaporan Wajib Pajak Restoran dilakukan secara online melalui 

sistem E-SPTPD dengan sistem pemungutan self assessment 

system. Pada Sistem Online ini wajib pajak melakukan pelaporan 

Pajak Restorannya melalui sistem E-SPTPD dan harus terkoneksi 

dengan internet. 

b. SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua 

puluh) setelah berakhirnya masa pajak, apabila lebih dari tanggal 

20 (dua puluh) dikenakan sanksi 25% (dua puluh lima persen) dari 

total pajak. 

c. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut 

kemudian dihimpun, dicatat dan dituangkan dalam berkas atau 

kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai 

dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang 

(SKPD). 

 

2.9.3 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran  

1. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan secara offline dengan 

menggunakan sistem pemungutan self assessment system. Pembayaran 

Pajak Restoran dilakukan di bank Jatim dengan membawa bukti 

SPTPD, SPTPD digunakan sebagai bukti bahwa telah selesai 

melakukan pelaporan Pajak restoran. 

2. Pembayaran pajak terutang dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) 

hari setekah berakhirnya masa pajak. 

3. Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo 

pembayaran, maka akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% 

(dua persen) sebulan untuk jangka waktu 24 bulan (dua puluh empat) 

bulan.  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1   Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa Program studi Diploma III Perpajakan dengan 

ketentuan telah menyelesaikan minimal 106 SKS dari jumlah 111 SKS yang harus 

diselesaikan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan guna menyusun Laporan 

Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya (A.Md.) Program Studi Diploma III Perpajakan.  

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

masa perkuliahan dan mengimplementasikan dalam dunia kerja. Adapun hasil 

Praktek Kerja Nyata digunakan sebagai bahan penyusunan laporan dengan 

didukung oleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema yang diambil untuk 

menyusun laporan. Pelaksanaan Praktek kerja Nyata dapat dilaksanakan di 

instansi pemerintah, Badan Usaha Milik negara (BUMN) maupun Badan Usaha 

Milik Swasta (BUMS). 

 Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan 

Praktek kerja Nyata yaitu: 

a. Mahasiswa diwajibkan melaksanakan pemrograman Kartu Rencana Studi 

(KRS) dengan mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata 

dan Laporan Hasil Praktek kerja Nyata; 

b. Mahasiswa mendapat pembekalan dari fakultas yang disampaikan oleh 

pihak Program Studi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata; 

c. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat Praktek 

Kerja Nyata diantaranya: Instansi Pemerintahan, Bahan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha 
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Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan instansi lain yang berkaitan dengan 

perpajakan; 

d. Mahasiswa melakukan survei lokasi kepada instansi terkait, dengan 

menanyakan apakah ada kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja 

Nyata sekaligus menanyakan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi; 

e. Mahasiswa menyusun proposal permohonan Praktek Kerja Nyata kepada 

Fakultas untuk mendapatkan persetujuan dan surat pengantar yang 

nantinya akan diserahkan kepada instansi; 

f. Mahasiswa datang kembali ke instansi untuk menyerahkan surat pengantar 

dari Fakultas. Surat ditujukan kepada Kepala instansi, yang diserahkan 

kepada sekretaris atau pihak yang berwenang lainnya; 

g. Mahasiswa menerima surat balasan dari instansi yang menyatakan 

kesediaan instansi menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata yang kemudian diserahkan kepada pihak Fakultas untuk 

mendapatkan surat tugas; 

h. Mahasiswa menerima surat tugas Praktek Kerja Nyata dan surat tugas 

dosen supervisi dari fakultas; 

i. Mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 

 

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Jawa No. 72 Jember 

pada Bidang 2 (dua) yaitu Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

 

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

420/1038/35.09.413/2019 yaitu dimulai dari tanggal 1 Februari s/d 18 Maret 2020 

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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Tabel 3.1 Hari Efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Kamis 07:30 – 15:00 WIB 12:00 – 13:00 WIB 

Jum’at 07:30 – 15:00 WIB  10:30 – 13:00 WIB 

Sabtu s/d Minggu Libur Libur 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020 

  

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan di buat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-

SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Pada pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada suatu bidang, yaitu bidang II 

bagian pelayanan. Pengelolaan pendapatan daerah. Pada bidang ini penulis diberi 

tugas seperti melakukan penetapan SPTPD pajak reklame dan air tanah, verifikasi 

BPHTB. 

 

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang 

dapat dilihat di dalam tabel 3..2 berikut ini: 
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Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang Dilakukan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

No Waktu dan 

Penanggung 

Jawab 

Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1 3 Februari 2020 

Bapak Sandari 

selaku Staf Tata 

Usaha Sub Bagian 

Umum 

Diterima Praktek 

Kerja Nyata di 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

jember 

Mengetahui Kantor dan 

perkenalan kepada karyawan 

Badapan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

2 4 Februari 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

3 5 Februari 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB  

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

4 6 Februari 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

penerbitan SKPD 

dan SPTPD Pajak 

Air Tanah 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SKPD dan SPTPD 

Pajak Air Tanah 

5 7 Februari 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

penerbitan SKPD 

dan SPTPD Pajak 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SKPD dan SPTPD 

Pajak Reklame 
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Reklame 

6 10 Februari 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

penerbitan SKPD 

dan SPTPD Pajak 

Air Tanah 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SKPD dan SPTPD 

Pajak Air Tanah 

7 11 Februari 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

penerbitan SKPD 

dan SPTPD Pajak 

Reklame 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SKPD dan SPTPD 

Pajak Reklame 

8 12 Februari 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Memilah SSPD 

BPHTB Nihil dan 

Nominal 

Mengetahui SSPD BPHTB 

Nihil dan Nominal 

9 13 Februari 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

10 14 Februari 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

11 17 Februari 2020 

Bapak Yudo selaku 

staff pelayanan 

bidang 2 

Memilah SSPD  

BPHTB Notaris dan 

Kecamatan 

Mengetahui SSPD BPHTB 

Notaris dan Kecamatan 

12 18 Februari 2020 Mencetak SKPD Mengetahui cara mencetak 
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Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Pajak Air Tanah dan 

Pajak Reklame 

SKPD Pajak Air Tanah dan 

Pajak Reklame 

13 19 Februari 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

14 20 Februari 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

15 21 Februari 2020 

Bapak Yudo selaku 

staff pelayanan 

bidang 2 

Memilah SSPD  

BPHTB Notaris dan 

Kecamatan 

Mengetahui SSPD BPHTB 

Notaris dan Kecamatan 

16 24 Februari 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

penerbitan SPTPD 

dan SKPKB Pajak 

Air Tanah 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SPTPD dan 

SKPKB Pajak Air Tanah 

17 25 Februari 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

penerbitan SPTPD 

dan SKPKB Pajak 

Reklame 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SPTPD dan 

SKPKB Pajak Reklame 

18 26 Februari 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


36 
 

 
 

pelayanan bidang 2 BPHTB 

19 27 Februari 2020 

Bapak Yudo selaku 

staff pelayanan 

bidang 2 

Memilah SSPD  

BPHTB Notaris dan 

Kecamatan 

Mengetahui SSPD BPHTB 

Notaris dan Kecamatan 

20 28 Februari 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

21 2 Maret 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

penerbitan SPTPD 

dan SKPKB Pajak 

Air Tanah 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SPTPD dan 

SKPKB Pajak Air Tanah 

22 3 Maret 2020 

Bapak Yudo selaku 

staff pelayanan 

bidang 2 

Memilah SSPD  

BPHTB Notaris dan 

Kecamatan 

Mengetahui SSPD BPHTB 

Notaris dan Kecamatan 

23 4 Maret 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

24 5 Maret 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Mencetak SKPD 

Pajak Air Tanah dan 

Pajak Reklame 

Mengetahui cara mencetak 

SKPD Pajak Air Tanah dan 

Pajak Reklame 

25 6 Maret 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SPTPD dan 

SKPKB Pajak Reklame 
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penerbitan SPTPD 

dan SKPKB Pajak 

Reklame 

26 9 Maret 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Mencetak SKPD 

Pajak Air Tanah dan 

Pajak Reklame 

Mengetahui cara mencetak 

SKPD Pajak Air Tanah dan 

Pajak Reklame 

27 10 Maret 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

28 11 Maret 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

penerbitan SPTPD 

dan SKPKB Pajak 

Air Tanah 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SPTPD dan 

SKPKB Pajak Air Tanah 

29 12 Maret 2020 

Bapak Rizal selaku 

staff pelayanan 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pelaporan dan 

penerbitan SPTPD 

dan SKPKB Pajak 

Reklame 

Mengetahui pelaporan dan 

penerbitan SPTPD dan 

SKPKB Pajak Reklame 

30 13 Maret 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Melayani Wajib 

Pajak dalam 

pengambilan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

pengambilan SSPD BPHTB 

31 16 Maret 2020 

Bapak Yudo selaku 

staff pelayanan 

Memilah SSPD  

BPHTB Notaris dan 

Kecamatan 

Mengetahui SSPD BPHTB 

Notaris dan Kecamatan 
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bidang 2  

32 17 Maret 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Mencetak SKPD 

Pajak Air Tanah dan 

Pajak Reklame 

Mengetahui cara mencetak 

SKPD Pajak Air Tanah dan 

Pajak Reklame 

33 18 Maret 2020 

Bapak Agung 

selaku staff 

pelayanan bidang 2 

Memilah SSPD 

BPHTB Nihil dan 

Nominal 

Mengetahui SSPD BPHTB 

Nihil dan Nominal 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono data kuantitatif adalah data yang 

berupa simbol, angka atau bilangan (2015:23). Data kuantitatif pada pelaksanaan 

kegiatan ini berupa Target dan Realisasi penerimaan pendapatan Daerah, Surat 

Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),  Sedangkan data kualitatif menurut Sugiyono 

adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar (2015:23). Adapun data 

kualitatif yang digunakan adalah berupa hasil wawancara. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data (2016:308). Dalam kegiatan 

ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung 

dengan staf  bidang pendataan dan staf Operator Console (OC) Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember guna untuk memperoleh data,  
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sehingga mengetahui prosedur pelaporan dan pembayaran pajak restoran 

secara online melalui sistem e-SPTPD. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (2016:308). Dalam kegiatan 

Praktek Kerja Nyata ini penulis meminta data berkaitan kegiatan pelaporan 

dan pembayaran pajak restoran secara online melalui sistem e-SPTPD. 

Selain itu penulis juga menggunakan sumber data dari buku, internet dan 

lain-lain. 

   

3.4   Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata (PKN) ini adalah: 

a. Observasi 

Menurut Sugiyono (2016:203) observasi adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melihat keadaan langsung dilapangan. Pada kegiatan 

Praktek Kerja Nyata penulis mengamati langsung keadaan yang 

sebenarnya terjadi dilapangan untuk menemukan data yang berkaitan 

dengan Laporan Tugas Akhir. 

b. Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2016:196) studi pustaka yaitu metode pengmpulan 

data dengan cara mempelajari, menelaah dan mengkaji literatur-literatur 

berupa buku, jurnal, internet, sebelumnya dan referensi yang berhubungan 

dengan Tugas Akhir.   

c. Wawancara (Interview) 

Menurut Sugiyono (2016:194) wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Pada 

kegiatan Praktek Kerja Nyata ini wawancara dilakukan dengan cara tatap 

muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber Badan 
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Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terkait masalah prosedur pelaporan 

dan pembayaran pajak restoran secara online melalui sistem e-SPTPD. 

 

Nama  : Bapak Koko 

Jabatan : Sub bidang Pendataan dan Perencanaan Pendapatan 

  Daerah 

Tempat : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

  Jember 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran? 

2. Bagaimana Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Berbasis Online 

Melalui Sistem E-SPTPD? 

3. Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Restoran? 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember, maka penyusun membuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendaftaran Pajak Restoran dilakukan secara offline dengan menggunakan

sistem self assessment system, Untuk mendapatkan data wajib Pajak

Restoran dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib Pajak

Restoran yang belum terdaftar atau dikukuhkan sebagai Wajib pajak

Restoran. Ada dua sistem pendaftaran Pajak Restoran di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pertaa, Wajib Pajak aktif akan

mendaftarkan sendiri restorannya dengan cara mendaftarkan langsung ke

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pada sistem yang kedua,

Wajib Pajak pasif akan didatangi oleh staf bidang pendataan dan

pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Pelaksanaan pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember dilakukan secara online dengan menggunakan Sistem

Self Assessment System dimana wajib pajak melaporkan sendiri pelaporan

pajak terutangnya secara online menggunakan sistem E-SPTPD. Wajib

Pajak yang telah melakukan pelaporan Pajak Restoran akan mendapat

lembar SPTPD yang digunakan untuk syarat pembayaran Pajak Restoran.

3. Pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember dilakukan secara offline dengan menggunakan sistem

Self Assessment System dimana proses pembayaran dilakukan sendiri oleh

Wajib Pajak. Pembayaran Pajak Restoran harus membawa bukti SPTPD

yang didalamnya terdapat kode pembayaran dan jumlah pajak terurang

restoran. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Bank Jatim setempat.
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5.2 Saran 

 Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan Laporan 

Praktek Kerja Nyata ini memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Jember sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember 

harus sering melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, agar wajib pajak 

dapat mengetahui Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara Online 

Melalui Sistem E-SPTPD. 

2. Perbaikan sistem karena teknologi informasi yang digunakan adalah 

elektronis dengan ketelitian dan keamanan yang lebih tinggi sehingga 

penggunaan sistem E-SPTPD semakin maksimal. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Surat Pengantar Magang 
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Lampiran 2: Surat Persetujuan Tempat Magang 
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Lampiran 3: Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4: Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5: Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6: Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7: Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8: Daftar Konsultasi Dosen Pembimbing 
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Lampiran 9 : Formulir Pendaftaran Subjek Pajak Daerah  
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Lampiran 10: Formulir Pendaftaran Objek Pajak Daerah Restoran  
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Lampiran 11: SPTPD Restoran 
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Lampiran 12 : Bukti Setor Bank Jatim 
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Lampiran 13: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
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Lampiran 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 
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